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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR A4 TAHUN 2007 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGg] 
DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI JEPARA 

f 

Menimbang 

Mengingat 

. a.bahwa untuk optiralisasl pengelolaan pasar pasar yang 
dimilikl darlatau dikelola oleh Pererintah daerah seta 
pembinaan dan penataan Pedagang Kali Lima (PKL) Di 
Daerah, perlu dibentuk Perangkat Daerah yang bertugas 
mengelola pasar dan PK! 

b batwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
embentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nmor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999( Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890) 

3. Undang-Undang Nomor 10 tabun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perun~dang-undangan (Lernbaran 
Negara PRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4389) 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lerbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pererintah Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimangan Keuangan antara Pererintah Pus.at den 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norm0r 4438), 

6. Peraturan Pererintah Normor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lerbaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4262 

Dengan Persetuiuan Bersarna 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAM KABUPATEN JEPARA 

BUPA TL JEPARA 

Menetapkan 

ME MUTUSKAN 

PERATURAN DAERAN TENTANG PEMBENTUKAN 
SUSUNAN ORGANISAI, TUGAS POKOK DAN FUNGI 
DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara, 
2. Permerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah gebagal unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah 
3. upati adalah Bupali Jepara 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 
5. asar adalah temnpat orang berjual bell yang dimiiki/dikelola oleh Pemerintah 

Daerah termnasuk di dalamnya yang dikelola atas dasar perjanjian dengan pihak 
lain, pusat-pusat perbelaniaan serta kips-kios yang dimiliki dan/atau dibangun di 
atas tanah mnillik Pererintah Daer%h 

6. Pedagang Kali Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang 
menjajakan dagangannya pada emperan toke dan/atau pinggir jalan di luar areal pasar. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal Z 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara 

BAB 111 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANI$AS¥ 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 3 

(1) Dins Pengelolaan Pagar merupakan Unsur Pelaksana Pererintah Daerah 
dibidang Pengelolaan Pasar dan PKL, dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berada dl bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melatui Sekretaris Daerah 

(2) Dings Pengelolaan Paar mempunyai tugas melaksanakan kewenanga 
otonomi daerah di bidang Pengelolaan Pasar dan PKL dalam rangka pelksanaan fungsi desentralisasi 

Pasal 4 

LJtuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asal 3, Dias Pengelolaan Pasar mernpunyai fungsi 
a. peryusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengelolaan pagar dan PKL, 
b peryusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengelolaan pasar dan pt 
0. pembinaan perantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang pengel0le pasar dan KL 
d. pelaksanaan kerjasarna dibidang pengelolaan pasar dan PKL 
e. pelaksanaan pelayanan dan perizinan pasar da Pt 
f. perungutan retribusi pasar dan PK 
g. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya, 
h. sosialisasi, bimbingan dan penyulutan di bidangnya; 
i. pelaksanaan urusan ketatausahaa 

I. pelayanan umum di bidangnya; 
k. pengumpulan dan pengolahan data di bidangnya 
l pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

)Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dar 
a. Kepala 
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b. Bagian Tata Usaha, terdiri dart 

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b) Sub Bagian Urum, 

• Bitang Penerimaan dan Pelaporan, terdi @% 
a) Seksi Retribusi dan Penagihan; 
b) Seksi Pembukuan dan Pelaporan; 

d. Bilang Penataan, Kearnanan, Ketertiban dan Kebersihan, terdint dart 
a) Seksi Penataan dan pereliharaan; 
b) Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersiha 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas, 

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas 

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian Tata Usaha 

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawathinya 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsonal senior 
yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bpetanggungiawab kepada Kepala Dina 

(7)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud 
pads ayat (1) tercantumn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidal 
terpisahkan dai Peraturan Daerah ii 

BAB IV 

TATA KER.JA 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Klomp 
Jabatan Fungslonal pads Dinas Pengelolaan Pa&Ar wajib menerapkan pringip 
pronsip kordinasi, integrasi dan sinkronis.asi, baik dalarn lingkungan masing-masing mnaupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsina 

Passl 7 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bite terjadi penyimpangan agar mengambi langkah-langkah yang dipertukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memirpin dan 
engkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pimbingan gent 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 

Pasal 9 

Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengiuti dan mematuhi petunjuk dee 
bertanggungijawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkla 
tepat pada waktunya 

Pasal 10 

Setigp Laporan yang diterima oleh pirpinan satuan organisasi dari bawahanus 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk peryusunan laporan lebih alt 
dan untuk memberlkan petuniuk kepada bawahannya 

Pasal 1f 

Dalam meryempaikan laporan mnasing masing kepada atasan, tembusan lapore 
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimnpinan satuan organisasi dibantu oaf 
satuan organisasi dibawahnya dan dalam tangka perberian birbingen kepacd% 
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 13 

Jen]ang Jabatan, kepangkatan, susunan kepegawaian dan pengangkatan dalam 
jabatan ditentuk.an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pa8al 14 

Peniabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Past 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUp 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah inl maka semua ketentuan yang mengatur 
tentang Dinas endapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, 
sebagairana telah iubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nmar 10 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, dinyatakan tidak beriaku 

Pasal 16 

elaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati seguai 
dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlal 

Pasal 17 

Peraturan Daerah iri ulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah lni dengan penempatannya dalarm Lembaran Daerah 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 1 A&ta 2CD7 

BUPATT JEP 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal a ta 007 

SEKRE TARIS DAERAH t 
M. EFFENDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2DOT NOMOR 44 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR t4 TAHUN 20OT 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNS 
DNAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA 

PENJELASAN UMUM 

Pasat rerupak.an sarana pendukung perkermbangan perekonomnian 
Daerah dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk itu perlu dikelola secara 
optimal. Dis.amping itu dalam rangka mewujudk.an Jepara yang bersih sehat 
dan indah dipertukan adanya penataan, pembinaan dan pengendalian terhadap 
Pedagang Kaki Lima (PKL yang ada di Daer% 

Dalam rangka optimalisasi pengelolean pasat. termasuk didalamnya 
kios-kios yang dimiliki/diketola dan/atau dibangun di atas tanah pemerintgh 
daerah, dan penataan, pembinaan, serta pengendallan terhadap Pedagag 
Kaki Lima (PKL) yang ada di Daerah tersebut, maka perlu dibentuk perangkat 
daerah yang khusus menangani pengelolaan pasar dan PK! iraksud. Untuke 
tu perlu dibentuk Dinas Pengelolaan Pasat Kabupaten Jepara yang ditetapkan 
dengan eraturan Darah 

I. PENJELASAN PASAL DEMI PA&At 

Pasal 
cukup jelas 

Pasal 2 
cuup jelars 

Pasal 3 
cukup jelas 

Pa#al 4 
cukup jelas 

Pasal 5 
ayat (1) 

cukup jelas 

ayat (2) 
cukup jelas 

ayat (3) 
cukup jelas 

yat (4) 
cukup jelas 
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ayat (5) 
cukup jelas 

ayat (8 
Yang dirmaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya 

ayat (7 
cukup jelas 

seal 6 
cukup jela 

Passl 7 
cukip jela8. 

Pesal 8 
cukup jelas 

Paeal 9 
cukup j@las 

Peal 10 
cukup jelas 

Pasal 1f 
cukup jelas 

Pasal 12 
cukup jelas 

Paal 13 
cukup jelas 

Peal 14 
cukup jelas 

Pal 15 
cukup jelas 

Pa&al 16 
cukup lels. 

Pasal 17 
cuup joles 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1A 
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